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Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi transformasi digital dalam manajemen
kepegawaian melalui aplikasi “SITAGUH” pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi Kalimantan Tengah. SITAGUH merupakan layanan kepegawaian digital jarak
jauh yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas
pelayanan publik di bidang kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN).Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan
data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk
mengevaluasi efektivitas serta mengidentifikasi tantangan dalam penerapan sistem
SITAGUH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SITAGUH mampu
meningkatkan kualitas layanan kepegawaian dengan mengurangi proses manual dan
mempercepat alur pelayanan. Namun demikian, implementasi aplikasi ini masih
menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia di bidang
teknologi informasi di kalangan ASN, serta kebutuhan akan sosialisasi dan pelatihan
sistem secara berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap diskursus
mengenai E-Government, dengan menekankan pentingnya perencanaan strategis dan
evaluasi berkelanjutan sebagai kunci keberhasilan transformasi digital di lingkungan
lembaga pelayanan publik..
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Abstract

This study discusses the implementation of digital transformation in personnel/
management through the ‘SITAGUH” application at the Regional Civil Service
Agency (BKD) of Central Kalimantan Province. SITAGUH is a remote digital
personnel service designed to enhance the efficiency, transparency, and accessibility
of public services in the civil service sector.The research employs a descriptive
qualitative method, with data collected through interviews, observations, and
document studies. The purpose is to evaluate the effectiveness and identify the
challenges in implementing the SITAGUH system. The findings indicate that the
SITAGUH application has improved the quality of personnel services by reducing
manual processes and accelerating service delivery. However, its implementation still
faces several challenges, such as the limited availability of information technology
human resources among civil servants, and the ongoing need for system socialization
and training. This study contributes to the discourse on E-Government by
highlighting the importance of strategic planning and continuous evaluation as key
factors in the success of digital transformation within public service institutions..

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dewasa ini telah
menyederhanakan berbagai aspek kehidupan manusia.
Kehadiran teknologi ini mampu mempercepat dan

mempermudah  berbagai jenis pekerjaan  yang

sebelumnya rumit dan memerlukan waktu lama untuk
diselesaikan. Berbagai kemudahan dan kecepatan yang
ditawarkan oleh teknologi informasi mendorong
seluruh bidang kehidupan untuk mengintegrasikan

teknologi dalam setiap aspek perkembangannya.
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Pada konteks birokrasi, pemanfaatan teknologi
informasi menjadi sebuah lompatan penting bagi
peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik di
Indonesia. Melalui dukungan teknologi informasi, proses
pelayanan publik yang sebelumnya kompleks dan
memakan  waktu dapat disederhanakan  serta
dipercepat. Meskipun demikian, implementasi teknologi
informasi dalam birokrasi masih menghadapi tantangan.
Berdasarkan data  Kementerian  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB),
hanya 13,31% kementerian dan lembaga yang telah
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi
(Wedhaswary, I. D., 2019).

Menurut Sri  Maulidiah (2014), pelayanan publik
merupakan segala bentuk jasa pelayanan—baik berupa
barang maupun jasa publik—yang pada dasarnya menjadi
tanggung jawab serta dilaksanakan oleh instansi
pemerintah di tingkat pusat, daerah, maupun oleh Badan
Usaha Milik Negara/Daerah. Pelayanan ini ditujukan
untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat serta
melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan.

Menyadari pentingnya peran teknologi informasi dalam
peningkatan mutu sistem pelayanan publik, Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan
Tengah sebagai institusi yang bertanggung jawab
terhadap urusan kepegawaian di lingkungan Pemerintah
Provinsi  Kalimantan Tengah, terdorong untuk
mengembangkan sistem informasi yang mampu
menunjang dan menyederhanakan proses pelayanan
kepegawaian yang sebelumnya belum sepenuhnya
terdigitalisasi.

Pada tahun 2019, BKD Provinsi Kalimantan Tengah

secara resmi meluncurkan Sistem Aplikasi Terampil dan

Tangguh (SITAGUH). Aplikasi ini mulai dioperasikan
secara aktif dan menjadi tulang punggung utama dalam
pelayanan kepegawaian di wilayah tersebut. Melalui
penerapan teknologi informasi dalam SITAGUH,
diharapkan terjadi peningkatan efisiensi, efektivitas, dan
kualitas layanan kepegawaian yang pada akhirnya
berdampak positif terhadap mutu pelayanan publik
secara umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud
menganalisis aspek standarisasi, tingkat keberhasilan,
serta perbaikan yang dibutuhkan dalam proses
transformasi digital, khususnya dalam implementasi
layanan kepegawaian yang dilakukan oleh Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

melalui sistem SITAGUH.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran
secara  komprehensif =~ mengenai implementasi
transformasi digital dalam layanan kepegawaian melalui
Aplikasi SITAGUH pada Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Provinsi Kalimantan Tengah. Pendekatan ini
dipilih karena dinilai mampu mendeskripsikan proses
implementasi serta respon pengguna terhadap
penggunaan Aplikasi SITAGUH secara mendalam.

Menurut Moleong (2019), metode kualitatif bersifat
naturalistik, yaitu meneliti objek dalam kondisi alamiah
tanpa intervensi atau manipulasi, dan berorientasi pada
pemahaman makna daripada sekadar pengukuran
statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk
menangkap berbagai fenomena sosial secara utuh dan
mendalam, khususnya dalam konteks kompleks seperti

penerapan teknologi baru di sektor publik.
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
melalui wawancara mendalam kepada pejabat struktural
yang terlibat dalam manajemen implementasi Aplikasi
SITAGUH, serta kepada para pengguna aplikasi tersebut
di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada proses penelitian, peneliti berperan sebagai
instrumen utama yang secara aktif menginterpretasikan
data serta hasil wawancara. Sesuai dengan pandangan
Creswell (2014), posisi peneliti dalam pendekatan
kualitatif adalah sebagai pengamat sekaligus interpreter
yang memiliki kepekaan terhadap makna yang
terkandung dalam berbagai interaksi dan praktik
organisasi.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang mendalam mengenai
efektivitas implementasi Aplikasi SITAGUH, sekaligus
mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam
proses transformasi digital layanan kepegawaian..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standarisasi Pelayanan SITAGUH

Standarisasi  pelayanan publik merupakan aspek
fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
berorientasi pada  kepuasan  masyarakat dan
akuntabilitas birokrasi. Menurut Zeithaml, Parasuraman,
dan Berry (1990), kualitas pelayanan publik dapat diukur
melalui lima dimensi utama, yaitu tangibles (wujud fisik),
reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap),
assurance (jaminan), dan empathy (empati). Dimensi-
dimensi tersebut menjadi landasan dalam menilai apakah
sebuah sistem informasi pelayanan, seperti SITAGUH,
mampu memenuhi ekspektasi pengguna dan standar

yang telah ditetapkan.

SITAGUH (Sistem Aplikasi Terampil dan Tangguh) yang
diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan tingkat
kesesuaian yang tinggi terhadap prinsip-prinsip
pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, khususnya dalam hal kejelasan
prosedur, waktu pelayanan yang terukur, kemudahan
akses, dan transparansi informasi (Ade Teresia,
22/01/2025).

Menurut Lovelock dan Wirtz (2011), keberhasilan
pelayanan publik berbasis teknologi bergantung pada
konsistensi dan kejelasan standar operasional, serta
kemudahan interaksi antara sistem dengan pengguna.
Dalam hal ini, SITAGUH memberikan layanan
administrasi kepegawaian yang efektif, paperless, dan
real-time, yang berdampak pada peningkatan efisiensi
kerja, pengurangan beban administratif manual, serta
peningkatan kecepatan dan akurasi layanan.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor [2 Tahun 2021 tentang Pelayanan Prima
Kepegawaian Mandiri SITAGUH Sistem Aplikasi
Terampil dan Tangguh Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah, terdapat dua jenis usulan pada Aplikasi
SITAGUH, yaitu Layanan Usul dan Layanan Mandiri.
Layanan Mandiri adalah pelayanan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah. Pada layanan ini, ASN dapat langsung mencetak
Surat Keputusan setelah dilakukan persetujuan oleh
Administrator BKD. Layanan Mandiri pada SITAGUH
merupakan prosedur yang memangkas birokrasi layanan
kepegawaian menjadi lebih efektif dan efisien. Melalui
layanan ini, ASN dapat menyelesaikan usulan

kepegawaian secara daring dalam tempo | x 24 jam.
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Lacak Progress

S1 TAGUH

Gambar | Standar Prosedur SITAGUH
Layanan Usul merupakan layanan yang menjadi
kewenangan instansi vertikal dan/atau Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah setelah mendapat
persetujuan dari instansi vertikal. Melalui layanan ini,
ASN dapat mengusulkan layanan kepegawaian dan
memantau progresnya secara real-time. Hal ini selaras
dengan konsep transparansi informasi, di mana layanan
kepegawaian yang sebelumnya sulit dilacak, kini dapat
dimonitor dan diselesaikan dengan mudah melalui

SITAGUH.

SITAGUH = T

Gambar 2. Tampilan SITAGUH

Konsep E-Government SITAGUH
Konsep E-Government, sebagaimana dijelaskan oleh
Heeks (2006), menekankan bahwa digitalisasi layanan
pemerintahan harus memperhatikan tiga aspek utama:
efisiensi, efektivitas, dan transparansi. SITAGUH telah
menunjukkan kontribusi nyata pada ketiga aspek
tersebut. Dengan implementasi SITAGUH, layanan
kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah menjadi
lebih baik karena mampu:

I. Memberikan kepastian hukum dalam layanan

kepegawaian;

2. Efisien dalam waktu pengerjaan usulan
kepegawaian, mempercepat proses secara
signifikan;

3. Efektif, karena ASN di wilayah Kalimantan
Tengah yang luas tidak perlu datang ke BKD
untuk mengusulkan layanan;

4. Transparan, seluruh layanan usul dapat
dipantau dan dilacak secara real-time melalui

internet.
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Gambar 3. Fungsi Pelacakan Usulan
Respon Positif Pengguna
Kehadiran SITAGUH di tengah masyarakat Kalimantan
Tengah disambut dengan berbagai tanggapan positif,
khususnya dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang menjadi pengguna langsung layanan ini. Sistem ini
dinilai  mampu  memberikan kemudahan dalam
pengurusan administrasi kepegawaian tanpa harus
datang langsung ke kantor BKD.
Salah satu ASN, Laila Hairita, menyampaikan bahwa
SITAGUH sangat membantu dalam proses pengurusan
mutasi pindah:
“Sangat membantu karena jarak lumayan jauh dari ibu
kota provinsi.”
Pernyataan ini menunjukkan bahwa layanan jarak jauh
yang ditawarkan SITAGUH mampu menjawab
tantangan geografis Kalimantan Tengah yang luas dan

memiliki keterbatasan akses di beberapa wilayah.
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Fitur paperless dan layanan jarak jauh memberikan nilai
tambah signifikan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah. Sistem ini mempercepat proses pelayanan
sekaligus mengurangi beban administratif manual.

Meski demikian, beberapa pengguna menyampaikan
masukan untuk pengembangan sistem ke depan. Agnes,
seorang ASN pengguna SITAGUH, menyatakan:
“Tingkatkan layanan agar lebih cepat dan praktis.”

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun layanan sudah
berbasis real-time, masih terdapat ekspektasi pengguna
terhadap peningkatan efisiensi dan user experience.
Dalam konteks digitalisasi birokrasi, kecepatan dan
efisiensi waktu merupakan indikator penting dalam
mewujudkan prinsip good governance. Kuswandi, ST,
ASN yang memanfaatkan layanan mutasi melalui
SITAGUH, menyampaikan:

“Pelayanan melewati website menghemat waktu.
Informasi yang didapat pun mudah. Semoga ke depan
semakin ditingkatkan lagi. Untuk pelacakan berkas,
sudah bisa menampilkan proses sampai mana berkas
diproses. Terima kasih. Salam Tabe.”

Secara teknis, SITAGUH dikembangkan menggunakan
bahasa pemrograman PHP, yang dikenal mampu
menghasilkan aplikasi yang dinamis, kompatibel, dan
responsif. Teophilia Nugrahanny, SS, menilai bahwa
sistem ini telah memenuhi harapan dari sisi informasi
dan responsivitas:

“Sangat informatif dan responsif. Semoga BKD melalui
aplikasi SITAGUH makin inovatif dan memberikan
layanan yang terbaik. Terima kasih.”

Pengembangan antarmuka SITAGUH juga mengacu
pada prinsip Graphical User Interface (GUI) yang baik.
Seluruh menu dirancang agar mudah diakses, dilengkapi

dengan petunjuk serta informasi layanan yang jelas,

memudahkan pengguna dalam mempelajari dan
memanfaatkan sistem. Hal ini sejalan dengan pendapat
Maya Mustika, SP:

“Aplikasi SITAGUH mempercepat proses kepegawaian.
Antarmuka aplikasi sangat simpel dan mudah djpelajari.
Bravo BKD Kalteng.”

Salah satu kelompok masyarakat yang sangat terbantu
oleh aplikasi ini adalah para guru, mengingat banyaknya
sekolah yang tersebar hingga ke pelosok desa. Nyoman
Selamet, ASN berprofesi sebagai guru, mengapresiasi:
“Terima kasih sudah melayani para guru dengan baik.
Semoga kinerja SITAGUH lebih baik dan cepat dari
sebelumnya.”

Dari berbagai tanggapan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa SITAGUH telah memberikan kontribusi positif
dalam reformasi layanan kepegawaian. Sistem ini tidak
hanya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan,
tetapi juga memperkuat transparansi, partisipasi
pengguna, serta akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Faktor Penghambat

Meskipun menunjukkan keberhasilan, implementasi
SITAGUH juga menghadapi sejumlah tantangan.
Menurut Dwiyanto (2006), hambatan dalam digitalisasi
layanan publik antara lain meliputi resistensi terhadap
perubahan teknologi, keterbatasan kapasitas sumber
daya manusia, serta lemahnya infrastruktur pendukung.
Kondisi tersebut selaras dengan temuan di lapangan, di
mana masih terdapat kesenjangan kompetensi SDM
dalam penggunaan aplikasi. Agus Sinjaya Korniawan,
S.Kom, salah satu administrator SITAGUH,
menyampaikan:

“Tidak semua ASN di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah  mampu  beradaptasi  dengan  layanan

kepegawaian digital SITAGUH. Beberapa ASN tidak
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mengerti dan handal dalam menggunakan komputer dan
memanfaatkan internet.”

KESIMPULAN

Implementasi transformasi digital melalui Aplikasi
SITAGUH pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah menunjukkan langkah progresif
dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di
bidang kepegawaian. SITAGUH hadir sebagai solusi
digital yang tidak hanya mempercepat proses
administrasi, tetapi juga mampu menghadirkan
pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan
responsif terhadap kebutuhan Aparatur Sipil Negara
(ASN), khususnya di wilayah dengan tantangan geografis
yang luas. Keberhasilan implementasi SITAGUH turut
memperkuat  prinsip-prinsip e-Government yang
menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan transparansi
dalam layanan kepegawaian.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga mengungkap
sejumlah tantangan, seperti masih rendahnya tingkat
literasi digital serta adanya resistensi terhadap
perubahan digital dari sebagian pengguna. Oleh karena
itu, untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas
Aplikasi SITAGUH, dibutuhkan komitmen organisasi
dalam melakukan pembaruan sistem secara berkala
serta sosialisasi yang merata kepada seluruh ASN.
Secara keseluruhan, SITAGUH dapat dijadikan model
transformasi digital pelayanan publik yang adaptif dan
inovatif. Jika dikembangkan secara berkelanjutan, sistem
ini berpotensi menjadi katalisator bagi perbaikan
birokrasi di era digital.
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